UNIVERSITAS UDAYANA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1312/UN14/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan
informasi publik, namun terdapat informasi yang
dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan pada
Universitas Udayana telah diajukan oleh Wakil Rektor
Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi sesuai surat
Nomor B/8105/UN14.IV/HM.01.00/2024, Tanggal 4
September 2024, hal Pengajuan SK;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Daftar
Informasi Dikecualikan Pada Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 620);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian
Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1963;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Udayana,;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA
UNIVERSITAS UDAYANA.

: Daftar Informasi Dikecualikan pada Universitas Udayana

sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

* Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini

dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Universitas Udayana yang relevan.

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 September 2024
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1312/UN14/HK/2024

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA

Dasar Hukum

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

T Infrsermumd Pengecualian Informasi Dibuka Ditutup
1 Informasi yang bersifat 1. Pasal 17 huruf h angka Selama yang
dan memuat data Pribadi 5 Undang-Undang Ummmmw.gmﬁmcﬁmwmﬁ Haita " dibutuhkan
Dosen, Tenaga Nomor 14 Tahun 2008 B (Sesuai Peraturan
Kependidikan, tentang Keterbukaan Perundang-
mahasiswa, dan alumni Informasi Publik undangan)
2. Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data
Pribadi
3. Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3
2 Data nilai mahasiswa, 1. Pasal 17 Thuruf h | Dibuka setelah ada Dibuka setelah
daftar riwayat studi dan angka 5 Undang- | persetujuan tertulis ada
proposal penelitian Undang Nomor 14 | dari pimpinan dan persetujuan

mahasiswa

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

yang bersangkutan

tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan




. Peraturan

Komisi
Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Soal dan jawaban ujian
tes masuk

. Peraturan

. Pasal 17 huruf b dan i

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan
Komisi
Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dibuka setelah
pengumuman dan ada
persetujuan tertulis
dari pimpinan

Melindungi soal-soal
dan jawaban dari
pihak yang tidak
bertanggung jawab,
sehingga tidak terjadi
kecurangan

5 (lima) Tahun

Borang akreditasi dan
data pendukung borang

. Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

5 (lima) Tahun

Laporan keuangan
sebelum diaudit

. Pasal 17 huruf h
angka 5 Undang-
Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik; dan

Penyalahgunaan
dokumen oleh pihak lain
yang

tidak berkompeten

1 (satu) Tahun




. Peraturan

Komisi
Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dokumen terkait sanksi
penjatuhan hukuman
disiplin atau
pelanggaran etika dosen
dan tenaga
kependidikan

. Pasal 17 huruf h

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dapat mengungkap
data pribadi

Dibuka setelah
ada
persetujuan
tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan

Soal dan jawaban ujian
dinas dan ujian
penyesuaian ijazah

. Pasal 17 huruf bdan i

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dibuka setelah
pengumuman dan ada
persetujuan tertulis
dari pimpinan

Melindungi soal-soal
dan jawaban dari
pihak yang tidak
bertanggung jawab
sehingga tidak
terjadi kecurangan

5 (lima) Tahun

Data pengaduan
masyarakat dan laporan
hasil pemeriksaan
terhadap kinerja atau
perilaku individu
pejabat

atau staf

. Pasal 17 huruf h

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

Dapat mengungkap
data pribadi

Dibuka setelah
ada
persetujuan
tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan




. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Dokumen perjanjian
kerjasama dan Data
pribadi Mitra Kerjasama

. Pasal 44 Undang-

Undang No. 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan; dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Sampai masa
perjanjian berakhir
dan ada persetujuan
tertulis para pihak
atau pada masa audit

5 (lima) Tahun

10

Proposal dan Laporan
Akhir Penelitian dan
Pengabdian

. Pasal 17 huruf b

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

Memberi perlindungan
hakatas kekayaan
intelektual

5 (lima) Tahun

11

Konfigurasi data center,
disaster recovery center,
database dan aplikasi,

Username dan Password

Akun

. Pasal 16 Undang-
Undang  Nomor [y |
tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
sebagaimana telah
diubah dengan

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan
Kedua atas Undang-

Rawan disalahgunakan
karena menyangkut
sistem Universitas
keseluruhan dan juga
berisi data-data privat

Dibuka setelah
ada
persetujuan
tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan




Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik;

. Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Pasal 44 ayat 1 huruf

h Undang-Undang
Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan;
dan

. Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

12

Dokumen Pengaduan
kepada Satgas
Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS)

. Pasal 17 huruf h

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

. Peraturan Menteri

Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2021
tentang Pencegahan
dan Penanganan
Kekerasan Seksual di

Lingkungan
Perguruan Tinggi; dan
Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1

Dapat mengungkapdata
pribadi

Dibuka setelah
ada
persetujuan
tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan




Tahun 2021 tentang

Standar Layanan
Informasi Publik Pasal
13 Ayat 2 dan Ayat 3

_~ REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

ZQ_.N.PW}Z\%C%G GEDE SUARDANA ¥,
NIP-196409171989031002




